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SLRAT KEFUTLUSAN KEPALA DENAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERFADU DANM FERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG FARIAMANMN
Marmar (0337/KEPDIFMPTP- 2021

TEMNTANG
PENETAPAM RENCANA STRATEGIS DINAS DINAS PENAMAMAN MODAL
PELAYANAN TERFPADU DAN PERINDLUSTRIAN KABLUPATEN PADANG
PARLAMAN IT021-2026

KEPALA DINAS DINAS FENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN
PERINDUSTRIAN KABRUPATEN PADANG PARIAM AN

AManimbang a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Padang Panaman Mamor 4 Tahon 2018 tentang
Perubahan Atax Peraturan Daecat Momor 8 Tabun 2016
Tentarg Rencana Pembangunan langka Menangah Daerah
[RPIMD) Tahyn 2021-2026;

k. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagalmana dimaksud
huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Tempadu dan Perindustrlan
Kabkupaten Padang Farlaman tentang Penc@pan Rencans
Shategic Dinas Penanaman Modal Palayanam Tetpadu dan
Perndustrian Tahun 20321- 2026,

Mengingad | 1. Undang-Lndang Momor 25 Tahun 2004 ten@ng Slstem Parencanaan
Pambangunan Naslonal;

ra Undang-Undang Mo, 23 Tahun 2014 tenng Pemerntanan
Caerah;

3. Peraturan Pemerintzh Mo, 38 Tahgn 2007 entang Pembagian
Urusan Pemenntaban Antara;

4. Pamerintah, Pemerintah Dagrah Provinzsi, Pemenntat Daerah
¥abupaton/Koka;

g Peraturan Femerintabh Mo, 3 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, FPengendalisn dan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

.Y Peraturan Presiden Norar 2 Tahun 20E5 [(entang Rencana
Pembangunan Jlangka Menengah Nasiopal Tahun  2020-
2024:

7. Perateran Menteri Dalam Megerl Nomor g6 Takun 2017
tertang Tata Cara Perencenaan, Pengendalian dgn Evaluas
Pembangunan Daermh, Tats Cara Evaluast Rancangan
Peraturan Caerah Tentang Repcana Pembangunan Jangka
Fanjang Dzerah dan Rencana FPembangunan Jangka
Men#ngah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencansa



Menetapkan :

Kesatu

Pembangunan Jangka Fanjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Fembentukan dan Susunan Perangkat Dasarah;
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomaor 4
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Tahun 2021-2026.

Memutuskan :

v Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelavanan Terpadu

dan Perindustdan Tahun 201E tentang Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 2021-2026
sebagal pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan
investasi di bidang penanaman modal, perizinan, dan
perindustrian di Kabupaten Padang Pariaman selama kurun
waktu 2021-2026.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila

terdapat kekeliruandalam penetapan inl akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paraman
pada tanggal 06 MARET 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODALPELAYANAN TERPADU DAM
F'EF'.INEUSTRIML e
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MNIP. 19790402 199803 1 003

Kamaly Birp Orpavmsas) Sefdy Kabopaten Padang Fartamian
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PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Alamat: JI. M. Syalel Mo. 10, Paraman e-mads 0S5 0mpiod padingoa iamansah, oo

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERFADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAM
MNomor 034 /KER/DPFMPTP-2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KEPALA DINAS
PEMANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAM
KABUPATEN PADANG PARIAMANTAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYAMNMAN TERPADL
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang :a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah MNomor 8
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Janghka
Menengah Daerah (RPIMD) Tahun 2016-2021;

b. babhwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dipandang perlu  menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Panaman
tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis
Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan
Perindustrian Kabupaten FPadang Parlaman Tahun 2021-
2026,

Mengingatl 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perancanaan Pembangunan Masional;

Lindang-Undang MNo. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah  No. 38 Tahwun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemenntahan Antara;

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendallan dan Pelaksanaan
Fencana Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana
Fembangunan Jangka Menengah WNasional Tahun 2020-
2024

7. Peraturan Menterd Dalam MNegeri Momor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Ewaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Fanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

ol R



Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Daerah MNomor 10 Tahun 2016 tenkang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Momor
4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Momor B Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJIMD) Tahun 2021-2026

Mamutuskan ;

Menetapkan : Keputusan Kepala Penanaman Modal Pelayvanan Terpadu dan
Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang
Parlaman Tahun 2021-2026 dengan susunan sebagal berikut:

Penasehat /Ketua : Rudy Repenaldi Rilis, 5.5TP,MM
‘Wakil Ketua : Sepno Fahmi, SE

Sekretaris : Ms. Arismiati, 5.Kep

Anggota + 1. Jon Eka Putra, 5.505,M.5|

2. Emri Murman, 5.5TP, MM
3. Trisna Junaill 5.T
4, Boni Handr SH

Kedus : Dalam pelaksanaan tugas secara teknis Tim Penyusunan Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan
Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayvanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang

Pariaman
Ketiga : Tim bertugas menylapkan, menyusun dan membahas Dokumen
Renstra Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan

Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021- 2026

Neempat » Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
terdapat kekeliruan dalam peretapan ini akan dladakan
pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :Pariaman pada

tanggal 06 MARET 2021
KEPALA DIMAS PEMANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADA DAN PERINDUSTRIAN

NIP. 19790402 199803 1 003
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DPMPTP PADANG PARIAMAN

Kata Pengantar

Pujl syukur kita sampaikan kehadiral Allah SWT atas limpahan nikmat dan
hidayah-Mya, sehingga kita t=lah dapat menyelesaikan Rencana Strabegis (Renstra)
Oinas Penanaman Modal Pelayvanan Tepadu dan Perindusirian Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2021- 2026, Penyusunan Renstra ini uniuk memenuhi amanat Undang-
undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembanguran Nasional dan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Pembangunan Dasrah  yang mengamamatkan sebiap satuan kerja
pemerintah diwajibkan membual rencana stralegls sebagal pedoman kerja setiap
satuan kerja dalam melaksamakan tugas pokok dan fungsi yang diembanmea. Renstra
ini memuat visl, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
dan Perindustrian selama ima t@hun kedepan sesual dengan visi dan misi Kepala
Caerah dan Wakil Kepala Dasrah,

Rencana Strategis mi merupakan jabaran visl dan misi DPMPTP tabun 2021-
2026 yang menjadi acuan s=genap bidang kerja di Lingkungan DPMPTP. Tersusunnysa
Renstra OPD Tahun 2021-2026 i tidak bedepas dard kerja sama dilingkup Dinas
Pemanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Paraman,
vang diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan dari semua unit,
s=hingga terladl peningkatan kera dan pelayanan kepada masyarakat,

PARIAMAN,20 SEPTEMBER 2021
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pembina, NIP. |M1m1 1001

RENSTRA TAHUN 2021-2026
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DPMPTT PADAMNG PARIAMAR
BAEI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan dasmh adalah suatu proses penyuswnan tahapan
keQiatan yvarg mehbatkan betbagal unour pemangk kepeatingan di dalamnya, guoa
pemanfaatan dan pencalckaaan sumber daya yang ada dalarn Rngka menigkarkan
kesajghtevgan masyarskat dalam suatl bngkungan welavah/daerah dalam pangka
wakiy ferteniy. Penyslenggarman pemertntah yang baik (G000 Givemiancs ) menadl
turikutam tarhacap permerintan. Ind Beak hanys duncul O pusat tetapd juga ol dsarat,
akibatnya, perubaban paradigma pengelciaan pemenntahan doromng untuk semakin
transparon, akurtsbel dan demokrabs. [Wsamping Ru, perkembangan teknokgl
informas dan semakin tingginya pemabaman masrarakat terhadap hak  publk
mengharuskan pemenintgh untuk merespon melplul pendngkaten terhadap kualltas
peleyanan public serta pelaksanaan pemenintahan vang bertanggung |awab.

Funogsi Renstra adalah sebagai dokomen acod untuk msmodabloan
melakitkan kontral terhadap samga akkheitas baik pang sedang magpun yang
akan Jdatang, sebagal dokumen acuan yntuk menguker aotcoene [hasil) yang
harus dicapal, dijedlkan cebagal carana ontuk  maminimalicic reckno  dan
mengoptimalkan hasl vang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur
kemajuan pelaksandan tugas. Renstro dapat iwo berfungsl sebaga alat atau
rmedia  untuk berkoordindsi | dengan  pibiak  Rin,  selain ity joga untuk
mempermudah pencapalan @rget, srategi dan pengounaan sumber daya ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengaco  pada
ketentuan sebagalmana diztur dalam Peratoran Menters Dalamy Megerl Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cxd Perencarndan, Pengandalian Dan Evaluasi
Pembangunan [aerah, Tata Cara EBvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Fencana Pembangunan Jangka Panjang Caerah Dan Rencana
Pembangunman Jangka Menangah Daérats, Serda Tata Card Parubaban Rencarna
Pembangunan Jangka Panjang OCaerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menangah Daerah, Dan Rencana Kerla Pemerintah Gaerah adalah dengan
mengldentifikasl dan mengeksidoras) kebilakan, tujpan dan sasaran yang
menfpdi isu strategis dan agenda naslonal, provins! dan dasran, sebagalmang
tefeh  tertuenypg  dokuemen  perencenaan yang 8da di - masing-masing
lireghou priting kat,

Seara lahih rinéi prases parusunan Renstra dinnaksod el iputi
tahapan: {a} Persiapan penyasunan Renstra; (D) Penyusunan rancangan
Fenstra; () Penyusunan rancangan skhir Renstra; dan {d) Penetapan Renstra

RENSTRA TAHLUN 23 -20246 5
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DPFMAPTE PADANG PARIAMAN
Fada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lan

pengolahan data dan Informas; analisis gambaran pelkayanan  Perangkak
Daerab; meview Eenstra KL {Kementerian/Lembaga) dan provingl: penelahaan
dan analisls Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajlan Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS}; perumusan isu strategis; serta perurmusan bujuan, sasaran,
strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan Indiketlf selermne 5 dime]Tahun,

Sehiruh dokumen varg mecuopakan bagian darl Sistem  pEreRCanaan
pembangunan adalal merpakan sabuah proses yang  sistermatis dan tapadu,
sehinga  sauruh  tahapan dan  dokumen-dokumen yang  dihasdkan hanss
mendniukkan adanya keterkadan yang erat andada satu dengan yang annya.
(emlkian halmya dengan dokumen Renstra  sebagal salah satu komponen
dokumen  perencanaan  pembangunan daerab. Keterkaltan dhmakswd  melipuats
keterkailan  visl dan misi, progralm,  kegiaten, sk kinerla yeng  inkgin
dicapal dan indikator vang  digunakan untek mengukumya. Renstra Perangkat
Dastah  dirumuskan dalam rangka newoquikan pencapakan tujuan dan sasaran
sebagmmana ditetapkan REIMEG, Sehingpa tupuan, sasaran, srategl dan kebijakan
sorta pogram dan kegiatan sebagaimana tertoaryg dalam Retstta Peranghkat
baerah hams selaras dengan strategi pembangunan daerah,  ketijakan wmuom
dan pragram dalam rencana kerje indikatf pada RPIME. Okh sebab tu prinsip
vang mendasan pemyumman  perescariaan  pembangundan Petanaran Modal
pelayanan Terpadu dan Penndustrian yang ditvangkan dalam Rencana Strategls
Dinas Peranaman Modal Pelavanan Terpada dan Perindustrian Kabupaten Padang
Pareman Tahun 2021-2026 ini aclalah sebodtai rencana operasenal  untok
pencapalan bjuan dan sesaran Remkana  Pembangunan Jangka  Menergah
Kabupaten FPadang Paraman Tahun 2021-2025 dibidang Penanaman Modal
vang salaras dengan Bu dan permasalahan nasional di bikdang Petanaman
Modal dan Perindusirian sebagaimana  {ergambar pada Renstra Kementerian
Peranaman Modal dan Pecindusian 2000 — 2024,

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi 2cvan dalan
penyJdsunan perencanaan dokumen jangka pendek atau t@hunan yang
tertuang  dalam  Rencena  Keda (Renjal Perangkat Daesrah. Renja
merupakan  dokumen  acuam  operaslanal  Perangkat Daerah  dalam
pelaksanaan program  dan  kepistan selama 1 (satu) tabup, Pada
pengendalian dan avaluasi terhadap pelakzznaan fencana pembanganan
daergh lingkyp kabupakenfkota, haros dipasticat babwa indikator Kinerd
dan keomipok sasakan, roqram, keglatan, dana ndikatlf dan prakiraan
maju pada penyosunan Renja Perangkat Caersh telah berpedoman pada

REMSTRA TAHUMN 20212006 G
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DPFMPTP PADANG PARIAMAN
indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta

pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

Bagan alir dar tahapan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayvanan
terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman tersebut dapat
dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Dinas Penanaman
Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) serta Keterkaitan
dengan Tahapan Penyusunan RPIJMD Kabupaten Padang Pariaman

RPIMD

RENSTRA PD

Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpasdu dan
Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 telah dimulal
sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPIMD Kabupaten Padang Paraman
Tahun 2021-3026, melalul beberapa tahapan dengan berpedoman kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan pemyusunan Renstra

2. Penyusunan rancangan awal Renstra

3. Penyusunan rancangan Renstra

4, Perumusan rancangan akhir Rensira

5. Penetapan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu  dan
Perindustrian (DPMFTP) Kabupaten Padang Paraman.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana strabtegis Dinas Penanaman

Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman
REMSTRA TAHUN 2021-2026 T
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DPMITE PADANG PARIANMAN
Tahun 202 1-2026 adaleh sebaga berdkut:

1. Undang-Undang Mormar B Tahun 1956 ntang Pernbentukan Daerah Conom
Kabupaten dalam Lngkungan Daerah Provinsl Sumabtera Tengah (Lembaran
Meédjara Paeputdik Inddresia Tabon 1956 Heair 25
&, Undang-Undang Homor 23 Tahun 1999 termtang Penyelengparaan Negara

wary Bersi dan Bebas dan Korupsi, Kolisi dan Nepotismes [ Lembaran Negar
Republlk Indonesia Tahun 1998 Nomor 75146 Tambahan Lembaan Negarg
Repubdik Indonesia Bemor 3851

J. Undarg-Undaiy Mamor 92 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kepulduan
Mentawai (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun
190 Momer 177, Tambakan Lermbaran Meoam Republk Iroonesa Momor
38581,

B. ndandg: Undang Homor 12 Tahon 2002 tentang Permbertukan Kaby Pariaman
di Provingi Sumatera Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Momor 25,
Tambahah Lembaran Negara Republk IdonesiaMonwy 4187,

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bnkang Keuangan  Negara
(Lembaran MHegara Republk Indoneska Tabkun 2003 Nomor 47, Tambaban
Lembeaan Hegara Repuldik Inclonesia Homor 4285}

10, Undamprindeng Momor 1 Tahon ZH0M tentarg Pevbendaharaan MNegara
(Lembaran MNegara Republik Pndoreesia Tabun 20084 Nomor 5, Tambaban
Lemtaran Hegara Republik Tndonesia Homor 42045,

11, Undamg-Undang Homoe 25 Tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan
Fembangunan Hasignal (Lembamn Nedgare Republk Indonesia Tahun 2004
Momar 184, Tambahan Lembaran Megara Fepublk [ndonesia Bomor 44.217;

12, Undang-Undang Homer 33 Takon 2004 tentang Perimbangan Ksuaioan
Artarda Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Doerah (Lembaran Negarm
Feaputdlk Indoreesia Tabun 2004 Homar 136, Tambahaa Lembaran Negara
Republlk Indonesla Bomor 4438);

13, Undang-Undang Mo 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunzn
langka Parjang MNesional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republic
Lridenesia Tabwn 2007 Nomor 33);

14. Undang-Undarkg Nomor 26 Tabun 2007 tentarg Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republk Indosesda Tahun 2007 Nomor 68, Tambshan Lembaran
Wegara Republlk Indonesa 200 Momor 4725);

Undang-Undang Momer 23 Tahun 2004 {enteng Pemerintzhan Daerah,
(Lembaran Negara Repoblk Indonesia Tahwn 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran tegam@ Repobik Indonesia Momor 55873 schbagaimana telah

RENMSTRA TAHLN 22 1-2020 &
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diubah beberapalall berakhir dengan Lindang- Lincang Bomer 9 Tahary A15

tentang Petubahan kedua Atas Wndang Undang MNomor 23 Tahun 214
tertary Pamerintban Caerat (embaran Hegara Repubdle Indonasia Tahon
2015 Bomor S8, Tambahan Lembaran Hegara Republlk Indonesia Nomor
GET;

15, bndang-Lindang Momor 30 Tahun 2014 feniang Adminctras Pernerintahan
(Tarmbaban Lambaran Hegara Repobik ndonesia NBomor 5801);

16, Feratran Pemenntzh Nomor 20 Tabun 2004 tentang Rencana Ker@
Parrerintsh (Lembaran Negara Republk Indonesa Tahon A4 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Homor 45},

17, Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penpelolaan Kewangan
Caprah {Lembaran Negara Repobié Indoresia Tahun 2005 Moot 140,
Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4578) sebagalmana
telah digant dersjan Peraturan Parrerintah Bomor 12 Tahwos 2019 iendang
Perelidaan Keuangan Daeroh (lembaran Megara Repoblk Tahun 019
Homor 42, Tambaban Lembaran Negara Republik Indoresla Monwr 53228

18. Peraturan Pemenintah fomor A Tahun 20048 tentang Femindahan Thukota
Habwpatsn Padary] Pacaman dad Wikavah Kota Fatlaman k€ Nagarl Pant
Malintang Kecamadan Enam Lingkung Kabopaben Padang Pariaman Propings
Sumatera Barat;

19. Peraturan Pemeriniah Moowr 12 Tahwn 2016 tenbayy Perangkat Deetah
(Lembaraan Negar@ Repotdk [ndonesia Tahup 2006 Homor 114,
Tambahar Lembarar Begana Repubil Indonesia Moor 5887 );

20 Peraturan Pemernizh Nomor 13 Tahon 2017 tenkmng Perobshan atas
Peratiran Pemenintah Bomor 76 Tahen 203 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayarg Hamonal;

21, Paraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 19 terfang Pengelolian Kewangan
Dagrah (bembaran Negara Repubik Indoresia Tahun 2019 Bomar 4.2

22, Perawiran Pemerintzh Nomor 13 Tahun 2012 tentarg Lapor@n dan Evsuas
feryelenggaraan  Pemerntahan  Daevah  {Lembaran Hegara Fepublik
(ndonesla Tahun X119 Momar 52, Tambaban Lemibaran Megacs Pepublik
Indonesia Nomor 5323);

23, Perabwan Presiden Momor 18 Tahen 20X Tertang Rersana Pembangulian
Jangka Mereangah Nasiohal Tahen MH-2024;

24, Peraturon Meviber Dakyn Nagen Republikc Indonesia Honey 86 Tahun 2017
tentang Tata Cap Perencanaan, Pengenddafan dan Evaluls Pembangunan
Caerah, Taka Caa Evaluasi Rancangan Pergturan Ogermh Tenfang Rerana
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Pembangunan Jangka Famang Deerah dan Rencana Pembangunan Janpka

Merenogah Dasrah, serta Tata Cara Perubahan Rencana  Pembsoguidn
Jengka Panjang Doerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Deerah];

25, Paratuan Meriberi Dalarn Medgeri Rapubilk Tndooesia Mamer 70 Tabhon 2019
tertang Sistemn Informasl Pemenntah Daerah (Berila Wegara  Republik
Indoness Tadiury 2019 Nermor 1114%:;

26, Paratran Daerah Proving Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentBng
Rencna Pembmnguran Jangka Panjang Doerah Prowinsi Sumabers Barat
Tanun 2005 A0H5;

27, Paraturan Dascan Provios Sumaters Barat Nomor 13 Tahwn 2012 tentang
Rencana Tata Ruang YWikyah Proving Sumgterg Barat Tahun 201.2-2032;

28, Peraturan Caetah Prowinsi Sumatero Baral Moo & Tahon 2016 tentamng
Fencana Pembangunan Jangka Menengah Prowing Sumatera Baat Tahan
M16-2021 sebagamana teah dwbah dengan Peraturan Daevah Nomoe 1
Tahun 2018 temang Perubahan dan Peraturan Daerah Homogr & Tahun Z4HE
tantars; Fenicana Pembangusan Jangks Menengah Provins! Sumabera Barat
Tahwn 2316-2021;

20, Peraturan Dasrah Kabupaten Padang Paraman Momor 02 Tahan 2010
tentang Fencana Pembangunan Jangka Panjang Deerah Kabupacen Padani
Farlaman Tahun 205-202%:

20, Peraturan Dasrah Kabopaten Padandg Parkacan Bomar S Tahun 2020 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padann Parlaman 0202040,
Pambaen Dasmah Kabpaten Padang Pariaman Bomar 4 Tabion 2058 tetaeg
Perubahan atas Peraturan Dasvah Nomor § Tahun 2016; tentarg Rencana
Pambtangunsn Janghs Memsrgah Casrah (RPIMD) Tabun 20162021 ;

31. Peraturan Daersh Kabupaten Padang Pariaman Momge 1 Tabun 2020 bentarg
Arigaran Pendipatan dan Baanjs Daerah Kabupaten Padaeg Pasaman
Tahurn Anggaran 200,

32, Peralyran Daerah Kabupabs Padang Faraman Nomer 30 Tahun 2016
tentang Pembermukan dan Sumunan Perangkat Dagrab;

33, Peraturan Bupat! Padang Poriman Nomor 200 Tahun 2012 tentang Hirdian
Uraiarn Tugas Jabatan Strukiurad Cias Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
clan Parindustrian Kabwipatea) Padari Posman;

3. Porsturan Bupall Padang Paraman Momor 61 Tahun 2014 tentang
ecdeiukan, Susunan Ovgandsas, Tugas dan Fungs serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal Pebrvanan Terpadu dan Perindustian Kabupaten Padang
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Farmman.

3E. Peraturan Bupad Padang Fanaman Homor & Tahon 2021 rentang Fejabaman
Anggaran Pendapatan dan Belanid Daerah Kabupsben Padang Paniarman
Tahun Angoaran 221,

1.3 Malsud cdan Tujcan

Maksud Pemryusunan Revisl fenstrta Dwnas Penanaman Modal Pelayanan
terpady dan Perindustrian (DPMPTF) Kabtupabten Padang Parmman Tabuon 2021-2026
aralah:

i, Mermpediakan sabn aruan resmi bagi Dinas Penaraman Modal Pelayanan tempadu
dan Peprindustrian {PFMPTF} Kabupaten Padang Paraman dalam menyusun
Rencarsa Kerjd [Hnas Penanaman Modal Pelavanan terpadu dan Perndustdan
(DPMPTE [Renja (PD) sowakous menumakan aouan dalam penenbuan piliban-
piNnan program dan keglatan tahunan secara WEs sumber pemiblayaan, balk
APRN, APED Prowinsi maupuan APBD Kabupaten yang akan dihahas dalam
rangkalan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secaa
Desgeniang;

2. Menabarkan gambaran tentang kondsl omum daersh selarang sesual denpan
Tagas Pokok dan Funds sekabgurs mermabami arat dar lofusn yang ingn despai
dalam rangka mewnjudkan Ws dan Misl Balk Dinas Penanaman Mods Pelayanan
tersach dan Peridustiian {DFMPTR) Kabupaten Padang Fadaman;

3, Moryamakan persepst dan selumh polensl sumber daya yang adza pada linghup
Dinds Fenanaman Modal Pelayanan terpada dan Perindusteian (DPMPTR) agar
mampy menjawal lunfutan aspiras yang semadan kritis dan beragam;

4. Memudankan selroh jajaran aparabe Dnes Fenanaman Modal Pelayanan
erpaduy dan Permgdustan (DPMPFTF) dalam men@pal tujuan dengan cara
mMeNyusun program dan keglaton secars terpedy, terarah dan terukur;

L. Mamuodahkan sseurub lajeran aparatur Dinas Pensanaman Modal Pelayanan
terpadu dan Penmdusbdan(DEMPTR) unbuk memathami, menlbai argh oebiskan,
program dan keciatan operasional tahbunan dalam rentang wakts Ema tahonan;

o Tolok ukur pelaksanaan evalpasi kinerja Dinas Penamaman Modal Pelaysnan
apadu don  Pedndustian (DPMPTPY  Kabupaten Podang panaman  datam
maErcApal visi dam mis serta joan organsasi sebagar media akuntablilitss;

7. Mempermudah pengendalian kegistan  sera pelakcansan koondinas)  dengan
instansl terkalt, monltoning, analisis, svalasi kegialan baik secwm  inbernal
maupun ckstermal;

B. Memad keangka dxsar bagi Dinds Penanaman Modal Pelayanan Terpad dan
Perindusitian (DPMPTPY dalam ypaya meningkaticn Imeestasi i Padang Padaman

RFEMSTRA TAHIIN I0X]-Z2026 il
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dan menngkatkan kualltas Pelayanan Fenzinan sertz Perindesirian yaryg Berdaya

Sang;

4, Bahan Evaluss! kondis dan hasll pembangunan yarg telah dicapai Ghun
sebalumnya  serta menetapkan  piodtas pemtmngunan t@hun berdladnya
berdasarkan [su dan masalah mendesak yang hanes ditangoukeng.

Cadarykan tujuan disusinnya Revicl Renstra Dmas Penanaman Modal Pelayanart

Terpadu dan Perindustran (OFHMPFTP) Kabupaten Fadang Panaman Tahun 20721-2026

adalan bk

1. Mempantispas secora pro okl erhadap berbagal perubahan yang tenad agar
pelavanan dapat delakukan secara piima el ntensitas komunikasi denogan
seluruh stakeholder;

2. Merradiakan st toby vkt untolk mengukur dan melakukan avaluas kinera
Rhnan Dinas Penapaman Modal Pelsyanan Terpady dan Perditdostman
{DPHFTF)

3. Mamjabarikan visi dan misi Kepala Dasrst terpilih ortuk periode S (lima) tabun
(H0Z1-2026}) ke dalam fuuan, sasaran, stategh, arch kebljakan serta program
can kegiatan pada Cincs Penamaman Modal Pebnaman bapadu dan Permidustrian
{DFMPTP) Kabupaten Padang Fariaman

4, yntuk menjamin keterkaitan  dan konSebenicl  Ankma penencanaan,
perangoaran, peiaksanaan, dan pengendalian antaa Rendra [inas Penanaman

Modd Pelavanan empadu dan Pedioustian (DPMPTP) Kabapaten  Padang
Faraman dengan RPIMD Kabupaten Fadong Paraman tshon K21-2026.

5.  Memanbapkan pelaksanaan akuntobiMas kinevje Dinas Penanaman Modal
Felayoran emadu dan Perndustrian (DPMPTP] Kabupaten fadang Fanaman
sehagai wujuid pertanggunglawaban dalam mencapal ujsan, sasaran, strategl,
kebiiakan, pogram dan keglatan dalam kuun wakby 5 (lima) tabun, sesual
dengan bugas pokok, fungst dan  kewenangan Binas  Penanaman Modal
Pelayanan terpadu dan Perndiestrian (DEMPTP) Kabupaten Padang Padaman,

B, Menjadl pedoman bagl perwusunan Penja dan REA Dinas Penanaman Modal
Pelavarian terpadu dan Permdustdan (DPMPTP Kabupaten PFadang Fanaman.

1.4 Shctemakiks Pasnulian

Gambaran dan garis besar @ dan dokumen  Revisi Rencana  Strabegis  Dmas
Fenanarman Mods Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPHPTE) Kabupaten Padang
Parigmman Tabun 2021-2026 adalah sebagal berikat

REMSTRA TAMUN 20212020 |2
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BAB I FENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menpemukakan secara FAngkas pengerbian Rensira Perangkat Daerah, fumgs
Renstra Perangkat Dasmab dalam penyelnigoaraan pembangunran dasrah, prxes
penysunan Renstra Perongkat Daerah, keterkatan fenstra Perongkat Ooeerah
Haran APID.

1.2 Lanclasan Hukum
Memuat penpelazan tentang Undang-Undang, Pemtuan Pemerintah, Peraturan
Daeral, dan ketsntuan peratiran KiMmya yang mengatur tentang  strukbar
orQanisas, kewenangan, secm pedoman yang menjadi aoumn dalam pemagsunan
PETENCANAIN CAR PENGANGIAraAN Perangkat Daeran.

1.3 Maksud dan Tujwan
Memuar pemelasan entarg maksud dan bjuan dard peryysunan Renstra Dinas
Penanaman Modal Pelayaran terpade dan Perndustrian (DPMPTF) Kabupaten
PadangFaraman

1.4 Sistematika Perrksan
Menguraikan pokok bohasan dalem pelisan Renstra Dinas Penanaman Modal
Pelayanan betpads dan Perindusman (DPMPTE) Kabupaten Padang Panaman setta
Sai5Uinan gars esar izl dokumen.

BAB IT GAMBARAN PELAYAMNAM DINAS PEMANAMAM MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN [OPMPTP) KABUPATEN PADANG
PARTAMAN

Memuat iformask tentang peran (tuges dan fungs) Dinas Penanaman  Modal

Pelayvanan terpadu dan Perindustian (DPMFTP] dalam  pervelenogaraan  wrusan

pemetwitat daerah, mengulas secara rngkas apa saja samber daya yang dimikki Dinas

Penanaman Modal Pebnarman pesda dan Perindustian {DPMPTF] dadam

penyclenggarnan ugas dan fungsima, mengemukalan capaian program  priortas

Diras Penanaman Modal Pelayanan tarpadu dan Petwnidustran (DPMPTP) yvang relah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPIMD periode sebalummea, dan mengukas hambata-

hambatan iama yang masih dihadapd dan dnllsd pero datasimelanl Rensta mni.

2.1 Tudas, Furis! dam Struktur Organksas Dines Penanaman Modal Pelayanan terpadu
dan Penindusirian (CPMFTF) Kabupaten Fadinw) Pandrme,

Matuat penpeasan umom tentang dasar hukum pembentukan Timas Fenanaman
Madal Pelayanan terpedu don Perindustrian  (DPMPTP)  Kabuporden  Padang
Panaman, shrukiur opnisas Dinas Peranaman Modal Pelayanen terpadu dan
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Perindustman (ODFMFTE), serta urgian twgas dan fungs sampai dengan saby

esgiom dl bawah kepala Perangkat Baerah, Uralan tentang sbrdkiin organisas
inas Penanaman Modal Pelavanan terpadu dan Penndusiran (OPMPTP) vang
dhjukan wnbuk menonjukkan ofganisas, Jumdah persond, dan 23 leksana
Perangkat Taeah {proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Symber Dava Dac Penenaman Modal Pelavanan terpade dan Penindustrizn
(DPMPTF} Mamwat pergelasan fngkas entang macan sumber dava Yang
dirmiiki Dinas Penanaman Modal Pelaganan berpado dan Perindustian (DPMPTR
delam menjalankan bugas dan fungsinys, menckup sumber daya manusia dan
gset,

2.9 Kneta Pelayanan Dings Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian
(DPMFTFY Baglan i menwnjukkan tingkal Capaan kinerja Dinas Penanamam
HMadal Pelayanan terpadu dan Penndustrian {[FMPTE] berdasarkan sasaran/karget
Fevistra Dinas Peranaman Modal Petoyanan terpady dan Perndyustrian (DPMPTE)
pericde sebeumma.

2.4 Tanlrngan dan Feluahg Penpembangan Felayanan Binas Penanaman bMocdal
Pelyyanan [erpadu dan  Pedndustdan. Bagien i mengemukakan  macam
pelayanan, perklean besyan  kebutuban  pelayanan, dan arahan  bokas
pengembangan pebyvans yang fbutuhkan,

BABIII PERMASALAHAN DAN ISU-15U STRATEGIS
3.1 Indentfikas Permasalzhan Berdacarkan Tugas dan Fungd Pelayanan

Pada bagan B dikemokakan permasabhan-permagsalahan pelavanan Dinas
Penanaman Modal Pelayanan teypadue dan  Pertndustrian (DPMPTPF]  beserta
faktor-faktor yang menmpengauhlya,

5.2 Telaahan Vis, Misi, dan Pogram kepala Caerah dan Wokll Kepala Dasmh Terpdin.

Bagian ini mengemukakan apa $5j tugas dan futagsi Cinas Penanaman Modal
Felgyanan terpady dan Perincusirian (DPFMPTP) vang berkait dengan wisk, misl,
seta program kepala Caerah dan Wakd Kepala Deerah terplih. Selanjutimya
dipaparkan FRkize-faktor yang menjace penghambat da pendorgog  pelayanan
Dinas Pemanaman Modd Pelsyenan terpadu dan Perindustrian {BFMFTF) yang
mempengarubi pencapaian visl dan mis Kepala Deerah dan Wakil Kepala Dacrah
b,
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e, T e,

DPMPTP PADANG PARIAMAN

3.3 Telashan Renstra PPMN/Bappenas dan Renstra Bappeda ProvinsiSumatera Barat

Baglan Wl mengemukakan apa saja faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong darl pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelavanan terpadu dan
Perindustrian (DPMPTF} yang mempengaruhl permasalahan pelayanan Dinas
Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) ditinjau dard
sasaran jangka menengah PPN/BAPPENAS ataupun Renstra Perangkat Bappeda
Prowvinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Baglan ini dikemukakan apa saja fakior-faktor penghambat dan pendorong dan
pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dam  Perindustrian
(DPMPTE) yang mempengaruhi permasalaban pelayan Dinas Penanaman Modal

Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPFMPTP) ditinjau dar implikasi RTRW dan
KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemanaman Modal Pelayanan Terpadu dan
Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

Pada bagian inl dikemukakan rumusan permyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Pepanaman Modal Pelayanan terpadu  dan  Perindustrian
(DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman. Sefisp tujuan dan sasaran dilergkapi
dengan indikator kinerja yangtenskur,

BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBLJAKAN

5.1 Startegi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dam
Perindustrian
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
dalam lima tahun mendatang. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat
menunjuikkan relevansi dan konsistensi antar permyatzan visl dan misi RPIMD
periode  berkenan dengan ujuan, sasaran, strategl, dan arah  kebijakan
Bapelitbangda,
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BAB VI RENMCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDAMNAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Dinas Pemanaman  Modal
Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.
Fada bagian inl dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
ketompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal Pelayanan

terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Paraman dalam Hma tahun
mendatang.

BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
vang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPIMD

Pada bagian inl dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan
terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) yang secara langsung menunjuldan kinerja
wang akan dicapai dalam lma tahun mendatang sebagal komitmen organisas untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPIMD Kabupaten Padang Pariamaan
Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan atas Renstra yang telah disusun.

REMSTREA TAHLUN 20212026 L]
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GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN
PERINDUSTRIAN (DPMPTP) KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan
terpadu dan Perindustrian (DPMPTP)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah
Pasal 46 ayat 5 dinvatakan bahwa salah satu unsur penunjang urusan pemeriniah adalah
perencanaan. Dinas Penanaman Modal Pelayvanan tenpadu dan Perindustrian (DPMPTH)
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Penanaman Modal Pelayanan
terpadu dan Perindustrian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melakil Sekretaris Dasrah.

Di dalam Peraturan Bupalli Padang Pariaman Nomor &7 Tahun 2016, telah
ditetapkan Kedudukan, Susuman Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Eerja Dinas
Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang
Fariaman sebagai berikut:

Tugas Pokok: Membantu Bupati Padang Pariaman dalam medaksanakan urusan
pemerintahan daerah Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan
Perindustrian, dan twgas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah,

Fungsi : Dalam Melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di
atas, Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian
mempunyal fungsi:

1. pemyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan
Perirdiustrian;.

2.  perumusan kebifakan teknis dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan
perindustrian;.

3. penyelenggaraan urusan pemerntahan dan pelayanan umum dibidang penanaman
modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;.

4, pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanaman modal, pelayanan berpadu
dan perindustrian;.

5. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ alau.

6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupatl sesual demgan tugas dan
fungsinya,

RENSTREA TAHUN 2021-2026 17
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Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian
(DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai besikut ;

b
FA

4.

B

Kepada Dinas
Sekretariat, membawahi 3 Sub baglan terdin dari:
d. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Sub baglan Keuangan;
€. Sub baglan Umum dan Kepegawaian.
Bidang Penanaman Modal, terdir dari:
2. Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi,
b. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Investasi,
Seksi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan.
Bidang Perizinan dan Non-Perizinan, terdiri dari:
3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinamn.
b, Seksi Data dan Informasi.
€. Seksi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan,
Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi, terdici dari:
d, Seksi Pengawasan Pengendalian Perzinan dan Mon Perizinan.
b. Seksi Pembinasan dan Advokasi.
C. Seksi Peningkatan Kerjasama Perizinan.
Bidang Bina Industri, terdiri dari:
2. Seksi Sarana dan Pengembangan Lisaha.
b. Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna,
€. Seksl Bimbingan dan Pengawasan Usaha,

I, Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. Kelompok labatan Fungsional
Strukitur Orgamisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perndustrian
(DPMPTR) Kabupaten Padang Pariaman dapat diibat pada gambar 2.1.
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Gambar 1.1
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Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretarts, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepals Seksl menerapkan prinsip koordinasi, nbegrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi
secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
ofganisasi sesual dengan tugas masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Paraman Nomor 67 Tahun 2016, dijelaskan
bahwa tugas pokok, fungsl, uraian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan
Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagal berikut :
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DPMPFTP PADAMNG PARTIAMAMN
1. Kepala Dinas

Mempunyal bugas membantu Bupatl melsksanakan wurusan penanaman  modal,
pelayanan terpadu dan perindustrian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Untuk metaksanakan tugas sebagalmana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungs :

1} pembinaan, pengawasan dan pengendalian peryusunan kebijakan strategis dinas;
perumusan  kebijakan umum  bidang penanaman modal, pelayanan terpadu  dan
perindustrian;

3} pengendalian pelaksanaan urusan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan
perindustrian dalam rangka mencapai target kinerja dinas;

4%  pembinzan dan evaluasl pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman
modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;

5) pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat danpemerintahprovinsi;

6) pembinsan dan pengendalian wrusan kesekretariatan, kepegawalan dan rumah tangga
Cinas;

71  pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasikeusngan dan aset;

8) Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga
lainnya serta unsur masyarakat; dan) atau

9] pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesual dengan bidang tugas dan
fungsinya.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi
perencanaan, kevangan, urusan tata ussha, perlengkapan rumah tangga dan wrusan Aparatur
Sipl Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu kepala dinas
dalam mengoordinasikan pelaksanaan  tugas bidang-bidang secara  terpadu.  Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi
1} kKoordinasi dan penyusunan program dan anggaran  dilingkungan Dinas Penanaman
madal, pelayanan terpadu dan perindustrian;

1) koordinasi dan sinkronisasl penyelengoarsan  tugas bidang-  bidang;pelaksanaan
pengelciaan keuangan Dinas Penanamanmodal, pefayanan terpadu dan perindusirian;

3) pengelclaan perdengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik
daerah pada dinas diluarpengadaan bangunan;

4) Penyelenggaraan pengelolaan  administrasi | perkantoran, administrasi  keuangan
dan administrasi kepegawalan;

§) Peryeslenggaraan urusan umum dan perengkapan, keprotokolan dan  hubungan
masyarakat pada Dinas;

B) pengelolaan urusan ASN;

71 Penyelenggaraan ketatalksanaan, kearsipan dan perpustakaanpada Dinas;
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NEMPTE PADAMG PAR]IAMAN
pelaksanaan penpendallan, evaluas dan pelaporan knerjaldnas; dan [ atau

pelaksanaan fugas kedinasan B yang diberikan oleh atasan sesuadengan sges dan
fngsinyd.

+ Suly.Bagian Umnm dan Kepegawalan

Mempunyal Tugas membants sekretans melaksanakan melakukan wusan persuratan,

urlsah taks usahe, keprsipan, urusan adminishas! &SN, urusan pevengkapan, rumah tangga,
dan penat@an barang milik Negara. Untuk melaksangkan tugas ssbagaimana dimaksud,
Subbagian Umum dankKepegawaian menvelenggarakan fungsi -

al
]
)
d)

=]

f}
9

R

pelaksangan  unusan aaat mamh dan keluar, kearsipan, wmab tgoa dan
perlengkapan, keamanan kanor sera kenyamanan kerja;

meghimnpun dan menoeiola bahan dan data kepenawalan;

pengakilaan unusan perjakaran dinas dan kepmtokoian;

Pengurusan haHhal vang berhubungan dengan  kesshtersan pegawar  besenta
keluarga;

fasilitasi penyusunan andlklk jabatan, anallsis beban kesla dan Standar Operasional
Frosedur {30F) pada Dinas;

parencana=n dan pelaksanaan pengembangan Sumber OavaManusia (SOM) pegawai;
periapan Rencana Kpbutuhan Barang Unt (RKBLG dan Rencana Permeliataan
Earang Unit {RPEL}; dany atau

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperiniahdan atasan sesuaidengan bkdang
TS clare fungsnya

b. Sub.Bsgian Kevangan

Mempuryal tgas membarty sakoretans melakokan penyiapan pengelolaan keuangan,

penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukn. Urbuk mekslesanakan bugaz sebagaimany
dimaksud, Subbacian Kauanganmsryslemgnarakan fungs -

a}

by
c)
dj
ay

penylapan bahan koordinas dan permassiyggaraan admnistras penataucahaan kewengan
Darias;

pemeliharaan dan penysnpanan bukt dan dokumen keuanganiinas,

Pelaksanaan penatousahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan asset Dinas;
Penyiapan bahan  penyusunan lporan parbangagundgianvaban keuangan Dinas; dan/ atau
pelaksanaan tuges kedmasan laip yang diperiniahlan sbsan sesuei dengan bidang bogas
dan furgsinga.
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DPMPTP PADANG PARTAMAN

€. Sub.Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyal  tugas membantu  sekretaris  melakukan  penyiapan  koordénasi  dan

penyusunan program dan  anggaranUntuk  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Subbaglan Perencanaan dan Pefaporan menyelenggarakan fungsl

a)

b)
c)

d)

peryiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, reéncana kerjadan anggaran
Dinas;

penytapan bahan monitoring dan evaluash pelaksanaan kegiatan;

Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertangggungijawaban program
dan kegiatan Dinas; dan/ atau

pelaksanaan fugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesual dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Kepala Bidang Penanaman Modal

Mempunyad  tugas merumuskan dan  melaksangkan  kebijakan teknis  bidang

penanaman modal. Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Penanaman Modal mempunyal fungsi

1)
2)

3)

4}

5)
&)

PEMYUSUNAN perencanaan program bidang penanaman modad;
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibldang penanaman modal; koordinasi dan
pembinaan pelaksanaan kegistanpenanaman modal;
penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal;
pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan promost dan
kerjasama Investasi, pembinaan dan pengendalian dan pengembangan potensi investasi
dan pelaporan
peryusunan pelaporan kinerja bidang; dan/ atau
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugas
dan fungsinya.
a. Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi
Mempunyal tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi,
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Promosi dan Kerjasama
Investasi mempuryal fungsi :
a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan keglatan promosi dan
kerjasama investasi;
b} perumusan kebfjakan teknis dibidang promosi dan kerjasamainvestasi;
¢} pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan promosi dan kerjasama
imeastasi;
d} Pelaksanaan pelayanan di bidang promosi dan kerjasamainvestasi;
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h]

I
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b.

DPMPTE FARANG PARIANM AN
penengkpondmagian, meryiapkan  bahan, memberi  lavenap  Infomachk  prosedur

palavanan dl tdamg Fromesi dan Kerjasama Imsestas;

mempromosikan, memasarkan berbagai fasilites, keuoggutan vang direkl daerah;
peryiapan usufsn mated dan memfBsilitesi kedasama  intemasional o bidang
penanaman modal;

penylgpan dan menyusan apsan seria mengevalasd pelaksanaan kegiatan seksi
Kerjasama Antar Lembaoa dan Promos peianaman modal,

penylapan bahan pelaksanaan monhtoring dan evaluas pelaksanaan kegiatan dibkdang
promosi dan  kerjasama investas;

pelaporan peloksanaan kegiatan; dan/ atsu

pedihzanaan tdas kedmachn (3t ya] dEpermbabkan acan secosidengan bdang
bugas dan Ringsinva.

Swicel Pangandallan dan Famdnasn Investai

Mempurwai togas mebkukan peryiapan  bahan  perendcanaan, perumusan  kebijakan
tekrws, pembinaan dan koordinas serta pelaksangan pengendalian dan pemblnean
wvestaci, Bintuk melaksanakan bugas sebagamana dimaksod. Seksi Pemgendalian dan
Femdingan Investas] mempunyai fungs .

al pemylapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegla@n pembinaan
dan pengendakan mvestas);

b} Perumusan kebiakan tehoabs dibddang permbinaan danpengendalan irvestas);

c]  pembinagn, pengawasan dan  koordinasi  pelaksanaan pembinaan  dan
pergendakan investas;

) pedaksmnaan pelayanan di bidang pembinaan dan pergendadianinvestas;

e} penyiapan bahan pembinaan dan binddngan tekinis;

T} mengkocroingr Bm survei dan pednu surian Bporan;

da]  penginventarsaskan perusahaan PMA. PMON, Menengah, Mikrodankecl;

h)] Pelaksanaan pembnasn kepensafoan berkaitan denganpelakearaan LKRM;

[}  penyapan bahan pelksanaan monioring dan evaluas! pelaksanaan kegiatan
ditndang permbinaan dan pengendalian Invwestasd;

{] pelapomn petalsanasan kaglatam; dan alau

k} pelaksanaan twgaes kedingsen dam yang diperniahkan stesan sesumidengan
brdang tugas dan fungsinya.

I} Seksi Pengembangan Potensi Tnvestasi dan Palaporan

Mempurys tgas  melakukan  pemiepan bahan  peErencanaan, peramusan

kebljgkon tekmis, pembinean dan kpordinad sera pelakcanasn peicembsean s
imvestasi dan petaparan. Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksed ayat (1) Seksi

bangan Potens! Investasi dan Pelapkoran merpurndai fungti -
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b)
c)

d)
£)

a)

h}
f)

DPMPTP PADANG PARIAMAN

penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan
potensi investasi dan pelaporan;

perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan potens! Investast dan pelaporan;
pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan potensi investasi
dan pelaporan;

Pelaksanaan pefayanan di bidang pengembangan potensi investasidan pelaporan;
penyiapan bahan tentang potensi dan peluang investasi;

pengkajian dan pengembangan potensi dan peluang investasi;

penylapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang
pengembangan potensi investasi dan pelaporan;

pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

pelzksanaan tugas kedinasan lain yang diperintabhkan atasan sesual dengan bidang
tugas dan fungsinya

4. Bidang Perizinan dan Non-Perizinan

Mempunyal tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perizinan

dan Non Perizinan. Untuk menyelenggamakan tugas sehagaimana dimaksud, Bidang Perizinan
dan Non Perizinan mempuryaifungsi

1)
Z)
3
4

5)
6]

7

8)
9)

penyusunan perencanaan bidang Perizinan dan Mon Perizinan;

perumusan kebijakan teknis dalam wrusan Perizingn dan NonPerizingn;

pelaksanaan kebijakan teknis dalam urusan Perizinan dan NonPerizinan)
penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tugas di Bidang
Perizinan dan Mon Perizinan;

memfasilitas| kegiatan tim teknis pada urusan layanan perizinandan Non Perizinan;
melaksanakan pemprosesan perizinan sesual dengan kewenanganyang ada;
pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang Perizinan
dan Non Perizinan;

penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau

pelaicsanaan tugas in yang diberikan oleh Kepala Dinas sesual dengan tugas dan
fungsimya

a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mempunyal tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan,
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi PelayananPerizinan dan  MNon
Perizinan mempuryal fungsd :

a)

peryiapan bahan penyusunan perencanaan progam  dan kegiatan pelayanan
perizinan dan non perizinan;
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d)
&)

a)
h)

i)

1

)

DPMPTF PADANG PARTAMAN

perumlsan kebijakan beknis dibidang pelayanan perizinan dan nonpenzsnan;
pembinaan, pengawasan dan koormdinasl pelaksanaan pelayanan perizinan dan mon
perizinan;

pelaksanaan pelayanan i bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;

pemberian bimbingan dan pembinaan Pelayanan dan Informasi Perizinan dan Mon
Perizinan;

pelaksanaaan koordinasi, fasilitasi, dukungan, dan Informasi Perizinan dan MNon
Perizinan;

Melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elekironik;

penvelenggaraan penvediaan dan sosialisasi tata cara dan prosedur Pelayanan
Perizinan dan Non Pelayanan;

penyelenggaraan penyusunan dan penyempumaan pedoman Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan;

Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang
pelayanan perizinan dan non perizinan;

pelaporan pelaksanaan keglatan; dan/ atau

pelaksanaan tugas kedinasan lain yvang diperintahlkan atasan sesuaidengan bidang
tugas dan fungsinya

b. Seksi Data dan Informasi

Mempurnyal tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan data dan informasl. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Data dan Informasi mempunyal fungsl

aj
b)
c)

d)
&)
f
a)

h)

i
)

penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatandata dan informasi;
perumusan kebijakan beknis dibidang data dan informast;

pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan data daninformasi;
pelaksanaan pelavanan di bidang data dan informas;

penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi; pengumpulan, pengolahan data
dan informasi, menginventarisasi permasalahan;

pelaksanaan serta pertanggung jawaban dalam keamanan data dan sistem apikas
baik perizinan maupun Non perizinan;

melakukan pengarsipan data perizinan dan non  perizinan balk secara manual
maupun lekironik;

Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
dibidang data dan informasi;

pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

pelaksanaan tugas kedinasan lan yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang
tugas dan fungsinya
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. Seksi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan

Mempuryal tugas melakukan penylapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan regulasi dan peningkatan kapasitas
perizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Regulasi dan Peningkatan
Kapasitas Perzinan mempuryai fungsi ;

a) penviapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan reguiasi dan
peningkatan kapasitas perizinan;

b} Perumusan kebijakan teknis dibidang regulasi dan peningkatankapasitas perizinan;

¢} pembinaan, pengawasan dan  koordinas pelaksanaan  regulasi | dan peningkatan
kapasitas perizinan;

d} pelaksanaan pelayanan di bidang regulasi dan peningkatankapasitas perizinan;

e] pengkajian, permusunan dan pengusulan  deregulasi/kebijakan  perizinan  non
perizinan;

f) penyusunan regulasi, mekanisme, prosedur, dan nnclan kerja dl pelayanan
peerizinan;

g) penyiapan bahan dan data tentang objek retribusi;

h) pelaksanaan pelayanan langsung pemungutan retribusi;

i} penviapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keglatan dibidang
requlasi dan peningkatan kapasitasperizinan;

i pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

k) pelsksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahlan atasan sesuaidengan bidang
tugas dan fungsinya

5. Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi

Mempunyal tugas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
bidang pengawasan pengendallan dan advolasl. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam ayat Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokast mempunyal fungsi:
peEnyusunan perencanaan bidang Pengawasan Pengendalian danAdwokasi;

1)  Perumusaan kebijakan teknis dalam bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;

2] penyiapen bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan  teknis Bidang
Pengawasan Pengendalian dan Advokas!

3) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkalt guna menunjang kelancaran
pelaksanaan hugas;

4) menganalisa dan mengatur pelaksanaan program  kerja dan kegiatan  Bidang
Pengawasan Pengendalian dan Advolkasi sesual sasaran yang telah ditetapkan;

5) pengoordinasian penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugasrutinitas
Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;
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